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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

 Be .rdasarkan hasil pe .ne .litian ini, maka pe .ne.liti dapat me .narik 

ke .simpulan se.bagai be.rikut: 

1) Pe .ngaturan Pe .rkawinan be.da agama di Indone .sia pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Te.ntang Pe .rkawinan dan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 Te.ntang Administrasi Ke .pe.ndudukan, pada isi 

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Te.ntang 

Pe .rkawinan me.nyatakan bahwa pe .rkawinan di anggap sah jika 

di lakukan se.suai hukum agama dan ke .pe.rcayaan masing-

masing, lalu isi Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Te.ntang Administrasi Ke .pe .ndudukan  me .nyatakan 

bahwa pe.ncatatan pe.rkawinan me.lalui putusan pe.ngadilan juga 

pe .rlu di catat.  

2) Pe .rsamaan pe.ngaturan dalam ke.dua Undang-Undang ini adalah 

: Ke .duanya me .ne .kankan pe.ntingnya ke .absahan pe.rkawinan 

se .suai de .ngan hukum yang be .rlaku, me.ngatur prose .s pe .ncatatan 
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pe .rkawinan, dan me.ngakui pe .ntingnya pe.ngakuan hukum 

te.rhadap pe.rkawinan yang sah. Se .dangkan pe.rbe .daan ke.dua 

Undang-Undang ini te.rle .tak dalam fokusnya. Undang-Undang 

Pe .rkawinan le.bih fokus pada aspe.k hukum dan ke.absahan 

pe .rkawinan, se.dangkan Undang-Undang Administrasi 

ke .pe.ndudukan le.bih fokus pada aspe .k administrasi dan 

pe .ncatatan pe.rkawinan. Me.skipun me .miliki tujuan yang 

be .rbe.da, ke.duanya saling me.le .ngkapi dalam me.ngatur 

pe .rkawinan di Indone.sia.  

 

B. Saran  

Adapun saran pe .nulis me .lalui skripsi ini adalah pe.rlu adanya 

pe .mbaharuan me.nge .nai re .gulasi te.rkait Pe .rkawinan untuk me.ngatasi 

masalah me.nge .nai Pe .rkawinan Be .da Agama. Agar tidak ada lagi 

pe .rde.batan dan te.rjaminnya ke.pastian hukum te.rkait pe.ngaturan 

pe.rkawinan be.da agama di Indone.sia. 

Saran ini sebaiknya disampaikan kepada: 

1 Lembaga Peradilan Agama : Hendaknya lebih berhati-hati 

dalam memutuskan perkara terkait perkawinan beda agama, 

dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan 

kemanusian agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan. 
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2 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Dukcapil): Memberikan pemahaman pada masyarakat terkait 

prosedur dan regulasi pencatatan perkawinan beda agama agar 

meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya pencatatan perkawinan yang sah, serta lebih berhati-

hati dalam mengesahkan perkawinan beda agama agar tidak 

menyalah gunakan aturan yang telah di tetapkan. 

3 Masyarakat : pentingnya meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman terkait pengaturan perkawinan beda agama, serta 

bersikap lebih bijak apabila hendak melakukan perkawinan 

beda agama agar tidak menyalahi aturan yang ada, dengan 

begitu kita dapat menciptakan masyarakat yang saling 

menghormati dan toleran. 

4 Akademisi : Hendaknya melakukan penelitian dan kajian 

terbaru tentang isu-isu terkait dengan perkawinan beda agama, 

serta mempromosikan pentingnya pemahaman dan kesadaran 

tentang keragaman agama dan budaya melalui pendidikan dan 

penelitian agar meminimalisir masyarakat untuk sembarangan 

melakukan perkawinan beda agama. 

 


